BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG ANAK, PEREMPUAN DAN
DISABILITAS & MUSRENBANG TEMATIK KEMISKINAN DAN STUNTING
TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Prov.
Sulawesi Selatan telah  diselenggarakan Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Anak, Perempuan dan Disabilitas serta Musrenbang Tematik
Kemiskinan & Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Sulawesi Selatan, Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Sulawesi
Selatan, Tim Penggerak PKK Provinsi & Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan,
Ketua/Pengurus Forum Anak Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan,
Koordinator Tenaga Pendamping Desa Kabupaten se-Sulawesi Selatan,
Perwakilan Lembaga/Organisasi Pemerhati Perempuan, dan Perwakilan
Lembaga/Organisasi Penyandang Disabilitas, serta seluruh pemangku
kepentingan.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan Arahan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang Anak,
Perempuan dan Disabilitas serta Musrenbang Tematik Kemiskinan dan
Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

2. Paparan materi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan
Ketua Apdesi Sulawesi Selatan;

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Anak, Perempuan
dan Disabilitas serta Musrenbang Tematik Kemiskinan dan Stunting Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 terhadap materi yang dipaparkan;

4. Hasil pembahasan masing-masing desk yang terdiri dari Kelompok Anak,
Kelompok Perempuan, Kelompok Disabilitas, serta Kelompok Kemiskinan
dan Stunting, maka pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Maret 2024

Jam : 09.30 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Seluruh peserta Musrenbang Musrenbang Anak, Perempuan dan Disabilitas

serta Musrenbang Tematik Kemiskinan & Stunting Tahun 2025 Provinsi

Sulawesi Selatan



MENYEPAKATI

KESATU : Suara Anak Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir untuk
menjadi perhatian pemerintah provinsi dan diakomodir pada
program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah terkait pada
RKPD Tahun 2025

KEDUA :Usulan prioritas  untuk pemberdayaan dan perlindungan
Perempuan sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti pada
RKPD Tahun 2025

KETIGA : Usulan prioritas  untuk pemberdayaan dan pelindungan
penyandang  disabilitas sebagaimana terlampir  untuk
ditindaklanjuti pada RKPD Tahun 2025

KEEMPAT : Pembagian peran yang sinergis dan terkoordinasi antara
pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam penurunan
tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan
untuk ditindaklanjuti bersama.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 25 April 2024
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Lampiran 1. Usulan Suara Anak Sulawesi Selatan

10.

Pengadaan dan pengoptimalan Musrenbang anak di setiap tingkatan serta adanya
umpan balik atas usulan anak.

Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur untuk percepatan pendataan dan pembuatan
Kartu ldentitas Anak (KIA), serta pembuatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
100% di seluruh Kabupaten/Kota.

Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan setiap Kabupaten/Kota
untuk memaksimalkan regulasi tentang Perkawinan Usia Anak (PUA), serta
memberikan layanan edukasi pendidikan kecakapan hidup di setiap lembaga dalam
upaya pencegahan PUA.

Mempertegas peran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melarang
tenaga pendidik, staf dan siswa SMA merokok di kawasan lingkungan sekolah.

Melalui pemerintah provinsi, diharapkan mampu mengkoordinir pemerintah
kabupaten/kota secara teknis dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan
memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu dan berprestasi,
ditindaklanjuti melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mengadakan kegiatan budaya tingkat provinsi sebagai upaya untuk
mengembangkan kreativitas anak dalam minat kebudayaan.

Memperkuat peran guru bimbingan konseling (BK) dalam mengatasi permasalahan
bullying di sekolah dengan cara mengadakan pelatihan dan monitoring yang
diselenggarakan dinas pendidikan provinsi sehingga terciptanya lingkungan yang
ramah bagi anak.

Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan memperkuat penegakan hukum
dengan mengeluarkan surat edaran untuk membentuk satuan tugas di setiap daerah
dalam penghapusan dan remediasi pekerja anak

Membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, baik di
ranah daring maupun luring di setiap sekolah.

Perlunya peran pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi untuk
memblokir aplikasi/situs yang berpotensi membahayakan data pribadi dan
keamanan anak



Lampiran 2. Usulan Prioritas untuk Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan Sulawesi Selatan untuk RKPD Provinsi Tahun
2025

Bidang Ekonomi:

1. Peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan kewirausahaan yang
terintegrasi dari hulu sampai hilir, ermasuk bagi Perempuan pencari kerja dan atau
terdampak PHK.

2. Penguatan literasi termasuk digitalisasi keuangan bagi Perempuan yang responsive
gender dan inklusif

3. Penyediaan layanan kemudahan akses sumber permodalan bagi Perempuan pelaku
usaha kecil dan menengah yang inklusif.

4. Penyediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Ekonomi di Tingkat Provinsi dan Fasilitasi pembentukannya di Tingkat
kabupaten/kota

Bidang Sosial/Budaya (Pendidikan, Kesehatan, Hukum):

1. Pemanfaatan data kemiskinan, ATS, Stunting, dan perkawinan anak untuk
peningkatan kualitas hidup perempuan

2. Penyediaan layanan Kesehatan dan Pendidikan yang aksesibel, berkualitas dan
inklusif, termasuk bagi wilayah 3T seusai kewenangan pemerintah provinsi,

3. Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)
Bidang Hukum di Tingkat Provinsi dan Fasilitasi pembentukan/penguatan di tingkat
kabupaten/kota

4. Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Bidang Lingkungan :

1. Peningkatan/Penguatan kapasitas perempuan terhadap adaptasi dan litigasi
bencana (Perubahan iklim) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

2. Peningkatan kapasitas Perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk
memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota

3. Penyediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)
Bidang Lingkungan di Tingkat Provinsi dan Fasilitasi pembentukannya di Tingkat
kabupaten/kota

Bidang Politik:

1. Mendorong Partai Politik untuk memperkuat kaderisasi Perempuan dalam
pemenuhan kuota 30% yang berkualitas.

CATATAN PENTING:

Dalam kebijakan anggaran daerah, supaya Pemerintah Provinsi memberikan afirmasi
khusus kepada program/kegiatan/sub kegiatan perlindungan Perempuan dan anak agar
TIDAK dilakukan refocusing. Hal ini mengingan layanan perlindungan Perempuan dan
anak akan sangat mempengaruhi kondisi kehidupan mereka yang menjadi korban,
YANG TIDAK BISA DITUNDA.




Lampiran 3. Usulan Prioritas untuk Pemberdayaan dan Pelindungan

10.

11.

12.

13.

Penyandang Disabilitas pada Musrenbang RKPD Tahun
2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) agar mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada satuan
perangkat daerah dibawah lingkup provinsi Sulawesi Selatan untuk
mengimplementasikan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mendorong pemerintah desa di seluruh
kabupaten di Sulawesi Selatan untuk mendorong terbentuknya desa inklusi yang
mengikutkan penyandang disabilitas dalam segala proses pembangunan yang ada
di desa. Selain itu, komunitas disabilitas mendorong agar desa memiliki peraturan
desa inklusif yang didalamnya mengakomodasi kebutuhan dasar kelompok rentan,
utamanya penyandang disabilitas dalam mengakses kebutuhan dasar.

Dinas Tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar segera membentuk unit layanan
disabilitas (ULD) untuk sektor ketenagakerjaan yang melibatkan disabilitas.

Dinas Tenaga Kerja agar membuat pelatihan persiapan memasuki dunia kerja
kepada penyandang disabilitas yang meliputi persiapan kerja di sektor formal
maupun non-formal.

Dinas Ketenagakerjaan agar melakukan sosialisasi kepada perusahaan mengenai
budaya disabilitas, etika disabilitas dan cara berinteraksi dengan disabilitas dengan
bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas.

Dinas Tenaga Kerja dalam membuat pelatihan pemberdayaan kepada kelompok
disabilitas agar melakukan study awal ataupun memetakan potensi dan jenis
pelatihan yang diperlukan oleh disabilitas, agar pelatihan pemberdayaan yang
dilakukan tepat sasaran dan sesuaidengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Perindustrian (UMKM)
mempromosikan hasil karya atau produk disabilitas agar dapat diterima secara luas
oleh pasar.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan agar segera membuat Unit Layanan
Disabilitas (ULD), disektor pendidikan.

Dinas Pendidikan agar menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses
pembelajaran yang aksesibel bagi Difabel, seperti lingkungan dan gedung sekolah
yang aksesibel terhadap disabilitas;

Dinas Pendidikan agar menyelenggarakan Peningkatan kapasitas guru dan tenaga
pendidikan lain agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan manajemen kelas
inklusif.

Tersedianya kuota dalam penerimaan siswa bagi siswa disabilitas di seluruh satuan
pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan pembangunan memperhatikan
ketentuan prinsip Desain Universal sesuai Permen PUPR yang mengakomodasi
kebutuhan disabilitas. Selain itu, kami mendorong pembentukan tim monitoring
pembangunan fisik baik untuk infrastruktur dan arsitektur dengan melibatkan
Organisasi Penyandang Disabilitas.

Dinas Kesehatan mendorong petugas medis dan lembaga kesehatan
mengembangkan sistem rujukan dan menjalin  mitra kerja dengan
organisasi/lembaga disabilitas, sekolah khusus dan inklusif, dan lainnya.
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23.

Mengembangkan peran dan fungsi unit rehabilitasi medik sebagai pusat layanan
disabilitas di dalam lembaga kesehatan seperti konseling sesama, konseling untuk
orangtua/keluarga yang memiliki anak/anggota keluarga disabilitas, layanan terapi,
penyedia alat bantu seperti kruk, kursi roda, tongkat putih, dan alat bantu dengar.

Merancang atau merenovasi bangunan kesehatan yang memenuhi persyaratan
aksesibilitas bangunan yang dilengkapi sarana dan layanan kesehatan yang
memudahkan bagi disabilitas saat pendaftaran, pembayaran, pengambilan obat,
konsultasi dan pemeriksaan dokter.

Memberikan pelatihan kepekaan berinteraksi dengan disabilitas kepada seluruh
komponen lembaga kesehatan.

Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial masyarakat (Posyandu, PKK, Karang
Taruna) sebagai upaya gerakan pemberdayaan masyarakat untuk ikut melakukan
deteksi dan intervensi dini serta sistem rujukan terhadap disabilitas bagi lingkungan
masyarakat terkecil (keluarga, RT, RW, desa/kelurahan).

Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait memberikan penyuluhan ataupun
pelatihan mengenai kesehatan reproduksi kepada disabilitas, termasuk sosialisasi
tentang keluarga berencana.

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan
pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian yang ramah terhadap
kebutuhan khusus disabilitas.

Memberikan penghargaan yang setara dan layak kepada para disabilitas yang
berprestasi di bidang olahraga dan kesenian.

Mengalokasikan anggaran rutin guna peningkatan prestasi olahraga dan kesenian
disabilitas.

Pemerintah Provinsi melibatkan disabilitas dalam perayaan hari-hari besar.

Dinas Perhubungan agar memperhatikan kebutuhan disabilitas dalam penyediaan
transportasi publik.



Lampiran 4. Kesepakatan Pembagian Peran Sinergis dan
Terkoordinasi antara Pemerintah Desa, Kabupaten, dan
Provinsi untuk Penurunan Kemiskinan dan Prevalensi
Stunting di Sulawesi Selatan

A .USULAN KEGIATAN PENANGANAN STUNTING

HASIL DISKUSI BAPPEDA KAB/KOTA BERUPA USULAN KEGIATAN
STUNTING YANG DIBUTUHKAN

KAB KOTA OPD PROVINSI
USULAN KEGIATAN PENGUSUL YANG DITUJU
e Pemberian Makanan tambahan Selayar
e Pelatihan pemberian makanan Takalar
tambaha
¢ Penyediaan Alat ukur HB Takalar
e Bahan makanan dan susu Pinrang
e Pembangunan jamban keluarga Pinrang
e Pengadaan alat ukur balita/baduta Bulukumba
e Ptata laksana gizi buruk
(kesehatan) Jeneponto
o Bahan |nter.venS|/e.dukaS| untuk Jeneponto
balita, bumil, remaja
e Pemurakhiran e-PPGBM Jeneponto
¢ Fasilitas pengelolaan MP Asi di Jeneponto _
puskesmas Dinas Kesehatan
e Posyandu remaja/aksi bergizi Jeneponto
¢ Orientasi media KIE Kelas ibu hamil Jeneponto
¢ Peningkatan kapasitas kader Jeneponto
posyandu
e Pengadaan bahan F 100 Untuk Jeneponto
penanganan gizi buruk
e Pengadaan bantuan PMT dan susu Barru
e Pengadaan pengadaan cuvute Barru
homocue HB, 5000pc
e Pengadaan alat Ukur HB untuk ibu
hamil, 2PC Barru
e Sosialisasi Bahaya rokok bagi B
; : arru
keluarga beresiko stunting
e Budidaya darat (bioplok) perikanan Jeneponto _
Dinas Kelautan
dan Perikanan
e Gemarikan Jeneponto




KAB KOTA OPD PROVINSI

USULAN KEGIATAN PENGUSUL YANG DITUJU
Pemberian Telur Takalar
Pemberian telur Pinrang
Pengadaan Telur Bulukumba Dinas Peternakan
Pemberian bantuan telur untuk
bumil dan baduta (peternakan) Jeneponto
Pelatihan kader TPK Selayar

BKKBN
Paket data untuk TPK Selayar
Sosialisasi/pendampingan ibu hamil B
asca salin untuk berKB arru

pasca sair | BKKBN/ DP3A
Sosialisasi kesehatan reproduksi Barru DALDUK KB
bagi CATIN dan unmeet Need

, Dinas Ketahanan
Pertanian Keluarga 10 KWT Bulukumba Pangan
Penyiapan Air Bersih Pinrang Dinas SDA
Pengadaan kontener sampah Pinrang Dinas Lingkungan

Hidup

Pengadaan kontener sampah Barru
Pelatihan pengolahan hasil Pinran Dinas TPHBun
hortikultura dilokus stunting g
Pembelian produk hasil pertanian di Pinrang Dinas TPHBunN

lokus stunting




HASIL DISKUSI KOORDINATOR TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (TAPM) DESA BERUPA USULAN
KEGIATAN STUNTING YANG DIBUTUHKAN

USULAN KEGIATAN

KOORDINATOR
PENDAMPING
DESA

OPD PROVINSI
YANG DITUJU

Pelatihan Pengelolaan/ Membuat
PMT dan MP-ASI berbahan lokal
bagi keluarga sasaran

Sosialisasi Kesehatan Remaja
Putri

Bimtek Kepala Desa Tentang
percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Kapasitas Kader
Pembangunan Manusia (KPM)
dalam rangka Fasilitasi Stunting di
Desa

Konsolidasi data (Forum
Konsolidasi data)

Gerakan Makan lkan

osialisasi Gerakan Makanan B2SA
(Beragam Bergizi Seimbang dan
Aman)

Maros, Pangkep,
Barru,Gowa,
Takalar dan Bone

Dinas Kesehatan

Dinas PMD

Dinas Kelautan dan
Perikanan

Dinas Ketahanan
Pangan




HASIL DISKUSI TP-PKK KAB/KOTA BERUPA USULAN
KEGIATAN STUNTING YANG DIBUTUHKAN

OPD PROVINSI
USULAN KEGIATAN PKK KAB/KOTA YANG DITUJU
Pekarangan lestari Bone
Bimtek pengelolaan pangan
keluarga Pare-Pare
. Dinas Ketahanan
Pekarangan pangan lestari Palopo Pangan
Pemanfaatan lahan pekarangan Enrekang
Pertanian keluarga Palopo
Bantuan makanan tambahan bagi
balita miskin Pare-Pare
Makanan gratis bagi bayi/ balita/ _
ibu hamil/ miskin Dinas Kesehatan
Bone
Pelatihan pembuatan makanan
tambahan
Bantuan budi daya air tawar (kolam
terpal atau bioflok Palopo
Bantuan pudi daya ikan air tawar Dinas Kelautan dan
dengan sistem kolam terpal dan Enrekang Perikanan
bioflok
Gerakan makan ikan Bone
Pemberian bantuan telur Maros
, DINAS
Bantuan telur bagi masyarakat
i 9 y Enrekang PETERNAKAN
Pelatihan /kelas parenting pola
pengasuhan / displin positif Bone DP3ADALDUK KB
Pelibatan kepala dusun untuk
Bone Dinas PMD

menyuruh warganya ke posyandu




B USULAN KEGIATAN PENURUNAN KEMISKINAN

HASIL DISKUSI BAPPEDA KAB/KOTA BERUPA USULAN
KEGIATAN KEMISKINAN YANG DIBUTUHKAN

KAB KOTA OPD PROVINSI

USULAN KEGIATAN PENGUSUL YANG DITUJU

e Pengendalian organisme penggangu
tumbuhan (opt) tanaman pangan,
holtikultura dan perkebunan

¢ Pendamping penggunaan sarana Gowa Dinas TPHBUN
pengdukung pertanian

e Pembentukan dan penyelenggaraan
sekolah lapang kelompok tani tingkat
kabupaen/kota

e Pasar Murah Selayar

Dinas Ketahanan

e Bantuan lumpung pangan
pung pang Barru Pangan

e Bantuan pekarangan pangan lestari

e Pelayanan kesehatan gratis untuk

masyarakat miskin Toraja Utara

e Pengadaan obat BHP, bahan medis
habis pake, vaksin, mamin

_ : Selayar
e Pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin
e Pengadaan obat BHP, bahan medis
habis pake, vaksin, mamin
, : M
e Pelayanan kesehatan gratis bagi aros
penduduk miskin
e Pengadaan obat BHP, bahan medis
habis pake, vaksin, mamin
, , Pi
e Pelayanan kesehatan gratis bagi nrang
penduduk miskin
— Dinas Kesehatan
e Bantuan luran BPJS mandiri untuk
keluarga miskin
e Pengadaan obat BHP, bahan medis
Bulukumba

habis pake, vaksin, mamin

e Pelayanan kesehatan gratis bagi
penduduk miskin

e Pengadaan obat BHP, bahan medis
habis pake, vaksin, mamin

e Pelayanan kesehatan gratis bagi Jeneponto
penduduk miskin

e Pengadaan obat BHP, bahan medis
habis pake, vaksin, mamin Barru

e Pelayanan kesehatan gratis bagi




USULAN KEGIATAN

KAB KOTA
PENGUSUL

OPD PROVINSI
YANG DITUJU

penduduk miskin

Pengadaan kolam terpal dan bioflok

Toraja Utara

Penyediaan Sarpras Budidaya
Rumput laut

. - Maros
Penyediaan kolam buatan bioflok
ikan air tawar
Bantuan bibit ikan nila Pinrang
Pengadaan Rumpon

. Bulukumba

Bantuan alat tangkap ikan
Pemberian sarana tangkap,
prasarana budidaya Rumput Laut Jeneponto
Bantuan alat tangkap
Bantuan bibit nila dan rumput laut Barru
Bantuan kolam terfal dan bioflok
Bantuan kolam terfal dan bioflok Palopo

Dinas Kelautan dan
Perikanan

Bantuan unggas

Toraja Utara

Pemberian bantuan ayam petelur

bagi rumah tangga miskin (RTM) Gowa
Pemberian bibit ayam dan sarpras Maros
Pemberian bantuan ternak unggas

berbasis Rumah tangga miskin Jeneponto
Bantuan ternak dan unggas Barru
Pemberian bantuan ternak unggas

berbasis Rumah tangga miskin Pangkep
Pemberian bantuan ternak unggas

berbasis Rumah tangga miskin Palopo

Dinas Peternakan

Pembangunan gedung SMA di
kelurahan Buangin Rantebua

Toraja Utara

Beasiswa bagi rakyat miskin

Barru

Dinas Pendidikan

Bantuan rumah tidak layak huni
(RTLH)

Toraja Utara

Pembangunan jamban Selayar
Bedah rumah layak huni Pinrang
Bantuan MCK (Jamban)

Bulukumba
Bedah Rumah
Bantuan bedah rumah 20 KK Barru

Dinas Perkimtan

Fasilitasi bantuan pengembangan
ekonomi produktif masyarakat (KUBE
10 kelompok)

Bantuan alat bantu Disabilitas miskin
dan terlantar

Toraja Utara

Dinas Sosial




KAB KOTA OPD PROVINSI
USULAN KEGIATAN PENGUSUL | YANG DITUJU
e Sistem pengelolaan air minum
(SPAM) Selayar
e Bantuan Arsinum Dinas SDA
e Bantuan Arsinum Bulukumba
e Batuan sanitasi Barru
e Bantuan oven, alat pertukangan dan
mesin jahit _
e Bantuan pertukangan batu (molen) Pinrang
untuk tukang batu masyarakat miskin
e Bantuan alat pertukangan dan mesin Dinas Tenaga Kerja
jahit Bulukumba
e Pelatihan keterampilan bagi
masyarakat miskin Barru
e Bantuan pembangunan jalan di jl. Barru Dinas BMBK
takalasi tompo kamiri
o S_03|allsa5| tanggap bencana Pinrang BPBD
dikawasan rawan bencana
e Hibah modal usaha Bulukumba Dinas Koperasi &
¢ Modal usaha bagi masyarakat miskin Barru UMKM




HASIL DISKUSI KOORDINATOR TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (TAPM) DESA BERUPA USULAN
KEGIATAN KEMISKINAN YANG DIBUTUHKAN

USULAN KEGIATAN

OPD PROVINSI
YANG DITUJU

KOORDINATOR
PENDAMPING
DESA

Bedah Rumah

Dinas Perkimtan

Subsidi Pembayaran luran Listrik
dan Air

Dinas ESDM

Penyediaan Bibit untuk pekarangan
lestari K3 (Kandang, kebun, Kolam)

Pembangunan Lumbung Pangan

Dinas Ketahanan
Pangan

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

Bantuan Kelompok Usaha Bersama

Pengembangan Kapasitas
Pengelola Usaha, Pengemasan
Produk dan Pemasaran

Dinas Koperasi &
UMKM

Jaminan Sosial bagi nelayan

Bantuan rumpon

Dinas Kelautan &
Perikanan

Jaminan Sosial bagi pekerja rentan
(buruh)

Dinas Tenaga
Kerja

Konsolidasi data kemiskinan

Bappeda

Maros, Pangkep,
Barru, Gowa,
Takalar, Bone




HASIL DISKUSI TP-PKK KAB/KOTA BERUPA USULAN
KEGIATAN KEMISKINAN YANG DIBUTUHKAN

PKK OPD PROVINSI
USULAN KEGIATAN KAB/KOTA YANG DITUJU

Pekarangan lestari

Bone
Pengadaan dan penyaluran pangan
bagi keluarga miskin

Dinas Ketahanan

Bimtek pengelolaan pangan keluarga Pare-pare Pangan
Pekarangan Pangan Lestari Palopo
Pemanfaatan Lahan Pekarangan Enrekang
Bantuan makanan tambahan bagi
balita miskin
Makanan gratis bagi bayi/ balita/ ibu Pare-Pare Dinas Kesehatan
hamil/ miskin
Budidaya rumput laut dan alat bantu
penangkapan ikan Bone
Bantuan sarana budidaya ikan
(sistem kolam terpal dan bioflok)
Bantuan Sarana Dan Prasarana
Rumput Laut Jeneponto
Bantuan Alat Bantu Penangkap lkan
Pelatihan Pengelolaan lkan dan Dinas Kelautan dan
Rumput Laut Untuk Keluarga Miskin Perikanan
Bantuan Budi Daya Air Tawar (Kolam Palopo
Terpal Atau Bioflok
Bantuan budi daya ikan air tawar
dengan sistem kolam terpal dan Enrekang
bioflok
Bantuan Ayam Petelur dan Teknik
Peternak bagi Keluarga Miskin Bone
/Ekstrem
Bantuan Ayam Petelur dan Teknik
Peternak bagi Keluarga Miskin Pare-pare
Pemberian Bantuan Telur Maros
Bantuan Ayam  Petelur  Untuk .
Peternak Palopo Dinas Peternakan
Bantuan Ayam Bertelur (Modal
Usaha) Bagi Masyarakat Miskin
Bantuan Telur bagi Masyarakat Enrekang
Miskin
Bantuan Ternak Untuk Keluarga .
Miskin Ekstrem Pinrang




PKK OPD PROVINSI
USULAN KEGIATAN KAB/KOTA YANG DITUJU
Pemberdayaan ekonomi masyarat
melalui program bantuan modal
usaha
Bantaeng
Pemberian bantuan modal usaha
pada keluarga miskin
Pemberian Modal Usaha
Pemberian Keterampilan Pada Jeneponto Dinas Koperasi &
Kelompok UMKM UMKM
Peningkatan bid. UMKM bagi
masyarakat miskin
Pelatihan keterampilan dan UP2K Enrekang
untuk masyarakat desa
Modal Usaha Untuk Koperasi PKK Pinrang
Pelatihan Keterampilan dan UP2K Maros
Pertanian Keluarga Palopo Dinas TPHBUN
BLT
Penyerahan bantuan dikoordinasikan Bone
oleh dinas sosial kab/ kota bukan opd Dinas Sosial
/ lembaga lainnya
Penyaluran BLT Bantaeng
Produk Unggulan Desa
Verval data P3KE by name by adress
desa dikoordinasikan oleh kab. kota Bone Dinas PMD
dan bagian tata pemerintahan untuk
data P3KE BNBA kelurahan
Bedah rumah bagi yang tidak layak _ _
huni Bantaeng Dinas Perkimtan
BLT dan Bedah Rumah Enrekang
Pelatihan Pemberdayaan SDM
Perempuan Maros
Pelatihan /peningkatan SDM bagi
keluarga miskin Enrekang
Peningkatan Pengetahuan DP3A DALDUK KB
Masyarakat Dalam Hal
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pangkep
Meningkatkan Pendapatan

Masyarakat
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